BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

Mengingat

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor
4 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4685);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa
Tenggara Tahun 2022 Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana

keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

Pasal 2
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 berupa
laporan keuangan memuat :

a. laporan realisasi anggaran;

o

laporan perubahan saldo anggaran lebih;

laporan operasional;

g o

laporan perubahan ekuitas;

®

neraca;

&

laporan arus kas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.



Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi

anggaran.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Minahasa Tenggara.
Ditetapkan di Ratahan
ggal 2024
A TENGGARA,
E DRA SORONGAN
Diundangkan di Ratahan

pada tanggal 24 Agustuc 2024

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2024 NOMOR g0



